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1. KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas 

rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi 

Palangka Raya 2015-2019 telah dilakukan penyempurnaan. 

Pada dasarnya renstra merupakan suatu perencanaan jangka menengah yang 

dimaksudkan agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan perubahan 

lingkungan organisasi internal dan eksternal.  Kemampuan organisasi dalam 

melakukan penyesuaian tersebut menentukan keberlangsungan dan keberhasilan 

organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya. 

Dalam penyusunan perencanaan strategis, Pengadilan Tinggi Palangka Raya

mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi 

dengan mengacu kepada Reviu Renstra Mahkamah Agung RI 2015-2019. 

Penyempurnaan renstra ini  diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan 

yang tepat bagi Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam menyesuaikan perubahan 

strategis organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder

Pengadilan Tinggi Palangka Raya. 

Renstra Pengadilan Tinggi Palangka Raya 2015-2019, merupakan dokumen 

perencanaan strategis yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, 

program dan kegiatan, serta penyempurnaan beberapa kebijakan dalam rangka 

mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi Palangka Raya. 

Perubahan Misi Pengadilan Tinggi Palangka Raya merupakan wujud komitmen 

Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk selalu memperbaiki kualitas pelayanan kepada 

stakeholders Pengadilan Tinggi Palangka Raya. 

Disamping itu penyempurnaan Renstra ini dilakukan sebagai upaya untuk 

mempertajam berbagai program dan kegiatan strategis Pengadilan Tinggi Palangka 

Raya yang diselaraskan dengan kewajiban untuk memerkuat kehadiran negara dalam 

reformasi dan penegakan hukum sebagaimana disebutkan dalam agenda prioritas ke 

empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019. 
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Penyempurnaan Renstra ini didasarkan pada Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala 

BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga.  Untuk selanjutnya perubahan Misi merupakan dasar acuan 

dalam menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan seluruh 

satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya. 

Demikian penyempurnaan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palangka Raya  2015-

2019 ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya untuk 

kelancaran serta keberhasilan Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam upaya 

mewujudkan visinya. 

Palangka Raya,          Februari 2016 

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,

 

 

 

HESMU PURWANTO, S.H., M.H. 
NIP. 19530416 198103 1 006 
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1. PENDAHULUAN 

Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 516-1/SEK/KU.01/11/2015 

Tanggal 17 November 2015 Hal Penyampaian LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen 

Perjanjian Kinerja Tahun 2016, Pengadilan Tinggi Palangka Raya wajib menyusun 

Reviu Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 – 2019 yang memuat visi, 

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dengan mengacu pada Reviu 

Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI Tahun 2015 – 2019  dan berpedoman 

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat 

indikatif. Penyusunan Renstra berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas 

Nomor 5 Tahun 2014. 

Selanjutnya, tahapan RPJMN tahun 2015 –2019 dalam kerangka Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 memasuki tahapan 

ketiga, diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan dengan menekankan pada 

pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan pada keunggulan 

sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dilakukan 

Mahkamah Agung RI dan jajaran Badan Peradilan dibawahnya merupakan bagian dari 

memerkuat kehadiran negara dalam reformasi dan penegakan hukum Pembangunan 

sebagaimana disebutkan dalam agenda prioritas ke empat RPJMN 2015 – 2019.  

Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman 

yang mengemban tugas menegakkan hukum dan keadilan merupakan bagian Badan 

Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terbentuk melalui Undang-

Undang No. 08 Tahun 1980 membawahi 7 (tujuh) Pengadilan Tingkat Pertama yaitu 

Pengadilan Negeri Palangka Raya, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Kuala 

Kapuas, Pengadilan Negeri Buntok, Pengadilan Negeri Muara Teweh, Pengadilan 

Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan sesuai Perpres Nomor 

3 tahun 2008, maka Pengadilan Tinggi Palangka Raya juga membawahi Pengadilan 

Negeri Kasongan meliputi wilayah hukum Kabupaten Katingan yang diresmikan tanggal 

16 Nopember 2011 dan mulai secara resmi beroperasi akhir bulan Nopember 2011. 

Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung 

RI mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 
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Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1986 Tentang Peradilan Umum, dalam pasal 51 menyatakan : 

a. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara 

perdata di Tingkat Banding. 

b. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan 

terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah 

hukumnya. 

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a. Fungsi   Mengadili   (judicial   power),   yakni   memeriksa   dan mengadili perkara-

perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, dan 

berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir “sengketa kewenangan 

mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.” 

b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk 

kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah  hukumnya,  baik  

menyangkut  teknik  yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, 

perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. 

c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas 

dan tingkah laku Hakim, Panitera/ Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ 

Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta pengawasan dalam hal fungsi 

peradilan ditingkat Pengadilan Negeri agar sistem peradilan dapat diselenggarakan 

dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum 

kesekretariatan serta pembangunan (vide  UU  No.  48  tahun  2009  tentang 

Kekuasaan Kehakiman). 

d. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, 

dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis 

peradilan dan administrasi peradilan. 

e. Fungsi Lainnya : 

1) Pelayanaan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. 

(vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991) 

2) Pelayanan pelaksanaan registrasi Pengacara Praktek kuasa insidentill yang 

akan beracara di Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Palangka 

Raya. 
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1.1 KONDISI UMUM 

Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman 

di daerah dan voorpost (kawal depan) Mahkamah Agung RI melaksanakan visi 

untuk turut serta mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. 

Pengadilan Tinggi Palangka Raya diharapkan mampu memberikan kontribusi 

guna mewujudkan visi Mahkamah Agung RI kedepan, terutama dalam 

pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam memeriksa dan mengadili 

perkara, serta dalam pelaksanaan pengawasan sebagai voorpost (kawal depan ) 

Mahkamah Agung RI. 

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja 

sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang 

belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2015 ini. Dari 7 

(tujuh) sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan 14 (empat 

belas) indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut, Pengadilan 

Tinggi Palangka Raya telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar 

terdapat perbaikan di masa yang akan datang. 

Tabel 1. Target dan Capaian Tahun 2015 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Target 
Tahun 

2015 (%) 

Realisasi 
(%) 

Capaian 
(%) 

1 Meningkatnya 
penyelesaian perkara 

1. Persentase  tunggakan 
perkara yang diselesaiakan. 

2. Persentase    perkara yang 
diselesaiakn tepat waktu 
kurang dari 3 bulan). 

3. Persentase penurunan 
tunggakan perkara. 

65 

 

100 

 

 

60  

86,63 

 

100 

 

 

100 

133,28 

 

100 

 

 

166,67 

2 Peningkatan 
aksesibilitas putusan 
hakim 

Persentase penurunan upaya 
hukum  kasasi dan peninjauan 
kembali. 

70 100 142,86 

 

3 Peningkatan 
efektivitas 
pengelolaan 
penyelesaian perkara 

1. Persentase berkas yang 
diajukan banding yang 
disampaiakn secara 
lengkap. 

2. Persentase berkas yang 
diregister dan siap 
didistribusikan ke Majelis. 

70 

 

 

65 

 

100 

 

 

100 

 

142,86 

 

 

153,85 

 

4 Peningkatan 
aksesibilitas 
masyarakat terhadap 
peradilan (accsess to 
justice) 

1. Persentase amar putusan 
perkara yang menarik 
perhatian masyarakat yang 
dapat diakses secara online 
dalam waktu maksimal satu 
hari kerja sejak diputus. 

50  

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Target 
Tahun 

2015 (%) 

Realisasi 
(%) 

Capaian 
(%) 

2. Persentase  putusan yang 
dapat diakses masyarakat. 

60 55,62 92,27 

5 Meningkatnya 
kepatuhan terhadap 
putusan. 

Persentase putusan pengadilan 
perkara perdata yang 
mempunyai kekuatan hukum 
tetap yang ditindaklanjuti dan 
dieksekusi. 

10 63,93 63,93 

6 Meningkatnya 
kualitas 
pengawasan. 

1. Persentase pengaduan 
masyarakat yang 
ditindaklanjuti. 

2. Persentase temuan hasil 
pemeriksaan eksternal yang 
ditindaklanjuti. 

80 

 

45 

 

 

100 

 

100 

125 

 

222,22 

7 Peningkatan kualitas 
sumber daya 
manusia. 

1. Persentase pegawai yang 
lulus diklat teknis yudisial. 

2. Persentase pegawai yang 
lulus diklat non teknis 
yudisial. 

3. Persentase pejabat yang 
lulus mengikuti fit and 
proper test dalam rangka 
promosi. 

50 

 

50 

 

70 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

200 

 

200 

 

142,86 

 

 

Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah melaksanakan 

seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.  

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN 

AKUNTABEL  

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu persentase 

tunggakan perkara yang diselesaiakan, persentase perkara yang diselesaiakn 

tepat waktu (kurang dari 3 bulan), dan persentase penurunan tunggakan perkara. 

Pencapaian target indikator kinerja  sasaran  pada  tahun 2015 dapat digambarkan 

sebagai berikut. 
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Tabel 2. Target, Realisasi dan Capaian 

No. Indikator Kinerja 
Target 

(%) 
Realisasi 

(%) 

Capaian 
(%) 

1 Persentase  tunggakan perkara yang 
diselesaiakan. 

65 86,63 133,28 

2 Persentase    perkara yang diselesaiakn 
tepat waktu (kurang dari 3 bulan). 

100 100 100 

3 Persentase penurunan tunggakan 
perkara. 

60   

 

1. Persentase tunggakan perkara yang disaelesaiakn ditargetkan  65 %  

telah  tercapai  86,63 %,  artinya  perkara  yang  masuk dan diregistrasi 

pada tahun 2015 telah diminutasi sebanyak 86,63 %.  

Sisa perkara tahun 2014 berjumlah 20 perkara, sedangkan jumlah perkara 

yang masuk selama tahun 2015 adalah 172 perkara,  terdiri dari 96 perkara 

perdata, 68 perkara pidana, 8 perkara pidana Tipikor.  Sehingga jumlah 

perkara yang ditangani selama tahun 2015 berjumlah 192 perkara. 

Dari 192 perkara tersebut, 169 perkara sudah putus yang terdiri dari 98 

perkara perdata, 65 perkara pidana, dan 6 perkara pidana Tipikor. Sedangkan 

sisa perkara tahun 2015 yang masih belum putus berjumlah 23 perkara terdiri 

dari 13 perkara perdata, 6 perkara pidana, dan 4  Perkara TIPIKORSehingga 

penyelesaian perkara yang diterima . (teregister tahun 2015) berjumlah : 

Penyelesaian Perkara = Jumlah Perkara Tahun 2015 – Perkara Sisa 

 = 172 - 23 

 = 149 Perkara 

Sehingga persentase perkara yang putus (register 2015) dan perkara masuk 

(register tahun 2015) adalah sebagai berikut : 

%  = (Perkara putus register tahun 2015 : Perkara masuk register tahun 

2015) 

    = 149 : 172 = 0,8663 

    = 86,63 % 
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Penjelasan Perkara tersebut diuraikan sebagai berikut : 

1) Perdata 

Sisa perkara Perdata yang banding tahun 2014 berjumlah 15 perkara. 

Perkara perdata banding yang masuk dari Pengadilan Negeri berjumlah 

96 perkara. adapun distribusi perkara banding yang masuk selama tahun 

2015 berdasarkan asal Pengadilan Negeri dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 3. Distribusi Perkara Perdata Banding Tahun 2015 

No. Nama Pengadilan Jumlah Banding 

1 PN Palangka Raya 45 

2 PN Sampit 23 

3 PN Pangkalan Bun 5 

4 PN Kuala Kapuas 6 

5 PN Muara Teweh 8 

6 PN Buntok 1 

7 PN Tamiang Layang 3 

8 PN Kasongan 5 

Jumlah 96 

Jika digambarkan perkara masuk tersebut, dapat digambarkan dengan 

gambar diagram batang berikut:   

 

 

Gambar 1. Diagram Batang Distribusi Perkara Perdata Banding 
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Dari perkara perdata yang banding tersebut, 71 perkara adalah sengketa 

tanah, 7 perkara wanprestasi, 6 perkara perbuatan melawan hukum, 3 

perkara jual beli, 3 perkara warisan, 1 perkara ganti rugi, 2 perkara 

perceraian, 1 perkara harta perkawinan, dan 2 perkara lain-lain. Perkara 

yang diputus selama tahun 2015 berjumlah 83 perkara. 

2) Pidana   

Perkara Pidana sisa tahun 2014 berjumlah 3 perkara, dan perkara yang 

masuk selama tahun 2015 berjumlah 68 perkara. Sedangkan perkara 

yang putus selama tahun 2015 berjumlah 62 perkara dan sisanya 6 

perkara belum putus. 

Sisa perkara TIPIKOR tahun 2014 berjumlah 2 perkara, sedangkan 

perkara TIPIKOR masuk berjumlah 8 perkara, 4 perkara telah putus dan 

4 perkara yang belum putus. 

Adapun distribusi perkara yang masuk selama tahun 2015 berdasarkan 

asal Pengadilan Negeri dapat dilihat pada Tabel berikut: 

Tabel 4. Distribusi Perkara Pidana Banding Tahun 2015 

No. Nama Pengadilan Jumlah Banding 

1 PN Palangka Raya 27 

2 PN Sampit 14 

3 PN Pangkalan Bun 16 

4 PN Kuala Kapuas 9 

5 PN Muara Teweh 6 

6 PN Buntok 2 

7 PN Tamiang Layang 1 

8 PN Kasongan 1 

Jumlah 96 

 

Jika digambarkan perkara masuk tersebut, dapat digambarkan dengan 

gambar diagram batang berikut 
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Gambar 2.  Diagram Batang Distribusi Perkara Pidana Banding 

Adapun rincian perkara yang banding tersebut adalah sebagai berikut: 

PIDANA KHUSUS 

Perdagangan Orang :  2 PERKARA (Perk. Anak) 

Narkotika :  24 PERKARA (2 Perk. Anak) 

Perbankan :  1 PERKARA 

Kehutanan / Ilegal Logging :  2 PERKARA 

KDRT :  1 PERKARA 

Pencabulan / Persetubuhan  : 10 PERKARA (2 Perk.Anak) 

Perkebunan : 1 PERKARA 

BBM / Migas :  4 PERKARA  

Senpi / Amunisi :  1 PERKARA 

Kesehatan : 1 PERKARA 

Membelanjakan uang palsu : 1 PERKARA (Perk. Anak) 

 

PIDANA UMUM 

Penggelapan :  8 PERKARA 

Penganiayaan thdp. Anak :  1 PERKARA 
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Pembunuhan : 3 PERKARA 

Penadahan  : 3 PERKARA (1 Perk. Anak) 

Karena Kealpaan  : 2    PERKARA 

MenyebabkanOrang Mati 

Penipuan : 1 PERKARA 

Pencurian : 6 PERKARA (1 Perk. Anak) 

Kejahatan terhadap : 2    PERKARA 

Kemerdekaan orang 

Penganiayaan : 2 PERKARA 

Pengrusakan Barang : 1 PERKARA 

2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (kurang dari 3 bulan) 

ditargetkan 100% sedangkan realisasinya adalah 100 %. 

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja persentase 

penyelesaian perkara tepat waktu adalah tidak adanya perkara banding yang 

diputus melebihi proses selama 3 bulan sesuai dengan SEMA Nomor 2 tahun 

2014,  bila ditemukan masih adanya perkara yang diselesaikan melebihi 3 

bulan, berarti perkara tersebut tidak diselesaikan tepat waktu. Adapun sumber 

untuk menilai indikator ini adalah register perkara. 

Perkara banding dapat diregister bila semua berkas banding telah lengkap 

dan tepat, sehingga indikator untuk memulai proses perkara adalah kapan 

perkara itu telah diregister, sehingga register banding menjadi sumber 

penilaian di dalam indikator ini. 

Sehingga bila dilihat dari 169 putusan yang diregister tahun 2015, maka 

perkara yang putus tepat waktu berjumlah 169 perkara. Sehingga Persentase 

Indikator ketepatan waktu perkara adalah 100 %. 

3. Persentase penurunan tunggakan perkara ditargetkan  60% telah  

tercapai  100%,  artinya  perkara  yang  tersisa pada tahun 2014 telah 

diselesaikan pada tahun 2015.  

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja sisa perkara yang 

diselesaikan, yaitu dengan melakukan perbandingan antara sisa perkara yang 

diminutasi, baik pidana maupun perdata dengan jumlah sisa perkara. Dimana 

sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan. 
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Pada akhir periode tahun 2014, perkara pidana yang belum putus berjumlah 

3 perkara, sedangkan perkara perdata  berjumlah 15 perkara, dan perkara 

TIPIKOR berjumlah 2 perkara. Sehingga dengan demikian terdapat 20 

perkara dengan register tahun 2014 yang masih belum diselesaikan. 

Sedangkan pada akhir tahun 2015,  masih terdapat perkara yang masih belum 

putus berjumlah 23 perkara terdiri atas 13 perkara perdata, 6 perkara pidana, 

dan 4 perkara Tipikor. Namun berdasarkan register yang ada, 23 perkara 

tersebut adalah semua perkara tahun 2015. Sehingga semua perkara tahun 

2014 sudah diselesaikan. 

PENINGKATAN AKSEBILITAS PUTUSAN HAKIM 

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu 

persentase penurunan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Pencapaian  

target indikator  kinerja  sasaran  pada  tahun 2015  dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Tabel 5. Target, Realisasi dan Capaian 

No. Indikator Kinerja 
Target 

(%) 
Realisasi 

(%) 

Capaian 
(%) 

1 Persentase penurunan upaya hukum 
kasasi dan peninjauan kembali 

70 100 142.86 

  

1. Indikator Kinerja berkurangnya Persentase penurunan upaya hukum 

kasasi dan peninjauan kembali yang ditargetkan 70 % telah tercapai 

100%, artinya putusan perkara banding memberikan kepuasan semua 

pihak, sehingga mereka tidak mengajukan kasasi dan peninjauan 

kembali. 

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator ini adalah jumlah perkara 

kasasi yang masuk selama tahun 2015 dibandingkan dimana bila ada perkara 

yang masuk > 10 perkara maka dianggap persentasenya 50 %, bila yang 

masuk kasasi < 10 berarti nilainya adalah 100 %. Jika dilihat dari laporan 

bulanan ternyata tidak ada perkara kasasi yang masuk. Artinya semua pihak 

sudah puas dengan putusan yang ada. 
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PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA 

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu 

persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dan  

persentase  berkas  yang  diregister  dan  siap  didistribusikan  ke  Majelis. 

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Tabel 6. Target, Realisasi dan Capaian 

No. Indikator Kinerja 
Target 

(%) 
Realisasi 

(%) 

Capaian 
(%) 

1 Persentase penurunan upaya hukum 
kasasi dan peninjauan kembali 

70 100 142.86 

2 Persentase berkas yang di register dan 
siap di distribusikan ke majelis 

65 100 153.85 

1. Indikator Kinerja Persentase berkas yang diajukan banding yang 

disampaikan  secara  lengkap  yang  ditargetkan  70 %  telah  tercapai 

100%, artinya berkas perkara yang telah disampaikan secara lengkap 

pada tahun 2015 sebanyak 100%.  

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja berkas yang diajukan 

banding yang disampaikan secara lengkap, yaitu dengan melakukan 

perbandingan antara berkas perkara yang diajukan banding yang lengkap 

(terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan 

banding. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan 

laporan tahunan. 

Dimana untuk perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri pengaju 

sebanyak   172 perkara yang terdiri dari 96 perkara perdata, 68 perkara 

pidana, dan 8 perkara Tipikor. Perkara banding yang masuk selama tahun 

2015 berjumlah 172  perkara dan dinyatakan lengkap baik untuk Bundel A dan 

Bundel B.  Sehingga dapat dinyatakan secara persentase sebesar 100%. 

2. Indikator Kinerja Persentase berkas yang diregister dan siap 

didistribusikan ke Majelis yang ditargetkan 65% telah tercapai 100%, 

artinya berkas yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada 

tahun 2015 sebanyak 100% telah didistribusikan kepada Majelis.  
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Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja berkas yang diregister 

dan siap didistribusikan ke Majelis, yaitu dengan melakukan perbandingan 

antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tinggi Palangka Raya  

dengan jumlah berkas yang didistribusikan. Dimana sumber data yang 

digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan. 

Dimana untuk berkas perkara yang telah  diterima oleh Pengadilan Tinggi    

Palangka Raya pada  tahun 2015  sebanyak  172 perkara dan kesemuanya 

telah didistribusikan kepada Majelis atau apabila dinyatakan secara 

persentase yaitu sebesar 100%.   

PENINGKATAN AKSESBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN 

(ACCESS TO JUSTICE) 

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu 

persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat 

diakses secara online dalam waktu maksimal satu hari kerja sejak diputus dan 

persentase purusan yang dapat diakses masyarakat. Pencapaian  target  indikator  

kinerja  sasaran  pada  tahun 2014  dapat digambarkan sebagai berikut : 

Tabel 7. Target, Realisasi dan Capaian 

No. Indikator Kinerja 
Target 

(%) 
Realisasi 

(%) 

Capaian 
(%) 

1 Persentase amar putusan perkara yang 
menarik perhatian masyarakat yang 
dapat diakses secara online dalam 
waktu 

70 100 142.86 

2 Persentase purusan yang dapat diakses 
masyarakat 

65 100 153.85 

1. Indikator Kinerja Persentase amar putusan perkara yang menarik 

perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 

maksimal satu hari kerja sejak diputus yang ditargetkan 50 % telah 

tercapai 0 %, artinya seluruh putusan perkara yang telah diminutasi telah 

termuat di dalam website namun tidak memenuhi kriteria one day 

publish.  

Dalam  memberikan  penilaian  terhadap  indikator  kinerja  Persentase amar 

putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses 
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secara online dalam waktu maksimal satu hari kerja sejak diputus, yaitu 

dengan melakukan perbandingan antara jumlah proses putusan perkara 

keseluruhan dengan taggal upload putusan yang dapat diakses melalui 

direktori putusan pada website Mahkamah Agung sesuai dengan SK KMA No. 

1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 

dengan jumlah perkara yang diputus. Dimana  sumber  data  yang  digunakan  

adalah  Laporan  bulanan  dan  laporan tahunan. 

Pada tahun 2015, belum ada putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang 

memenuhi kriteria one day publish. Namun demikian putusan-putusan sudah 

diupload di direktori putusan Mahakamah Agung. Sehinggga capaiannya 

dalam persentase amar putusan yang menarik perhatiann masyarakat yang 

dapat diakses secara online dalam waktu maksimal satu hari kerja sejak 

diputus adalah 0%.   

Tampilan Direktori putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada direktori 

putusan website Mahkamah Agung 

 

2. Indikator Kinerja Persentase putusan yang dapat diakses masyarakat 

yang ditargetkan 60 % telah tercapai 55,62 %, artinya putusan perkara 

yang telah diminutasi belum secara keseluruhuan termuat di dalam 

direktori putusan website Mahkamah Agung.  
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Dalam  memberikan  penilaian  terhadap  indikator  kinerja  persentase 

putusan yang dapat diakses masyarakat, yaitu dengan melakukan 

perbandingan antara jumlah perkara yang putus dengan jumlah putusan yang 

diunggah pada direktori putusan Mahkamah Agung. 

Sehingga persentase perkara yang putus (register 2015) dan perkara yang 

diupload (direktori putusan tahun 2015) adalah sebagai berikut : 

% ൌ
jumlah	putusan	yang	diunggah	tahun	2015
jumlah	perkara	yang	putus	tahun	2015

	ܺ	100 

ൌ	
94
169

 100	ݔ	

ൌ 	55,62% 

MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN 

Tabel 8. Target, Realisasi dan Capaian 

No. Indikator Kinerja 
Target 

(%) 
Realisasi 

(%) 

Capaian 
(%) 

1 Persentase putusan pengadilan 
perkara perdata yang mempunyai 
kekuatan hukum tetapyang 
ditindaklanjuti dan dieksekusi 

10 0 0 

 

1. Indikator Kinerja putusan pengadilan perkara perdata yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi yang 

ditargetkan 10 % telah tercapai 0 %. 

Dalam  memberikan  penilaian  terhadap  indikator  kinerja  persentase 

putusan pengadilan perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap 

yang ditindaklanjuti dan dieksekusi, yaitu dengan melakukan perbandingan 

antara jumlah putusan yang diajukan eksekusi dengan jumlah perkara yang 

putus dan berkekuatan hukum tetap. Sehingga persentase adalah sebagai 

berikut : 

																						% ൌ
jumlah	putusan	yang	diajukan	eksekusi		tahun	2015

jumlah	perkara	yang	putus	dan	berkekuatan	hukum	tetap	tahun	
2015

	ܺ	100 

ൌ	
0
169

 100	ݔ	

ൌ 	0	% 
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MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN  

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja: 

Tabel 9. Target, Realisasi dan Capaian 

No. Indikator Kinerja 
Target 

(%) 
Realisasi 

(%) 

Capaian 
(%) 

. 1 Persentase pengaduan masyarakat 

yang ditindaklanjuti 

80  100  125  

. 2 Persentase temuan hasil pemeriksaan 
eksternal yang ditindaklanjuti 

   

 

1. Indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 

yang ditargetkan 80 % telah tercapai 125 %.  

Indikator kinerja ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah pengaduan 

yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang masuk di tahun 2015.  

Sehingga persentase adalah sebagai berikut : 

 

% ൌ
jumlah	pengaduan	yang	ditindaklanjuti	

jumlah	pengaduan	yang	masuk	
	ܺ	100 

ൌ	
72
72

 100	ݔ	

ൌ 	100	% 

2. Indikator kinerja persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang 

ditindaklanjuti yang ditargetkan 45 % telah tercapai 222,22 %. 

Indikator kinerja ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah temuan yang 

ditindaklanjuti dengan jumlah temuan di tahun 2015. Sehingga persentase 

adalah sebagai berikut : 

% ൌ
jumlah	temuan	yang	ditindaklanjuti	

jumlah	temuan	yang	masuk	
	ܺ	100 

ൌ	
1
1
 100	ݔ	

ൌ 	100	% 
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Temuan hasil pemeriksaan ekternal di tahun 2015 adalah temuan BPK atas 

hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahun 2014 yang disampaikan 

sebagai temuan di bulan Mei 2015. Hasil temuan dimaksud kemudian 

ditindaklanjuti dan dapat diselesaikan di bulan Desember 2015. 

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu 

sebagaimana diuraiakan dalam tabel berikut  dapat digambarkan berikut : 

Tabel 10. Target, Realisasi dan Capaian 

No. Indikator Kinerja 
Target 

(%) 
Realisasi 

(%) 

Capaian 
(%) 

. 1 Persentase pegawai yang lulus diklat 

yustisial  

50 100 90 

. 2 Persentase pegawai yang lulus diklat 
non teknis 

50 100 90 

. 3 Persentase pejabat yang lulus 
mengikuti fit and profer tes dalam 
rangka promosi 

70 100 90 

1. Indikator Kinerja pegawai yang lulus diklat teknis yustisial yang 

ditargetkan 100 % telah tercapai 90 %. 

Indikator kinerja ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah temuan yang 

ditindaklanjuti dengan jumlah temuan di tahun 2015.  Sehingga persentase 

adalah sebagai berikut : 

% ൌ
jumlah	pegawai	yang	lulus	diklat	teknis	yustisial	

jumlah	pegawai	yang	mengikuti	diklat	teknis	yustisial
	ܺ	100 

ൌ	
1
1
 100	ݔ	

ൌ 	100	% 

Temuan hasil pemeriksaan ekternal di tahun 2015 adalah temuan BPK atas 

hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahun 2014 yang disampaikan 

sebagai temuan di bulan Mei 2015. Hasil temuan dimaksud kemudian 

ditindaklanjuti dan dapat diselesaikan di bulan Desember 2015. 
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1.2  REALISASI ANGGARAN 

Pada tahun 2015 Pengadilan Tinggi Palangka Raya mendapatkan total alokasi 

anggaran sebesar Rp. 16.702.918.000,- (Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Juta 

Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah), dengan rincian Daftar Isian 

Pelaksanaan Tugas (DIPA) sebagai berikut: 

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi 

Anggaran DIPA (01) sebesar Rp. 16.486.643.000,- (Enam Belas Miliar Empat 

Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu 

Rupiah), yang meliputi : 

a. Belanja Pegawai : Rp 14.089.828.000,- 

b.  Belanja Barang : Rp 1.651.815.000,- 

c.  Belanja Modal : Rp 745.000.000,- 

2. DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 

Anggaran DIPA (03) sebesar Rp. 216.275.000,- (Dua Ratus Enam Belas Juta 

Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), yang berupa  Belanja barang pada 

DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan 

operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur 

teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi 

Peradilan Umum. 

Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Palangka Raya disajikan dalam tabel 

sebagai berikut: 

Realisasi Anggaran DIPA 01 (BUA) 

(dalam ribuan rupiah) 

No. Program 
Pagu 

Semula 

(Rp.) 

Pagu 
Revisi 

(Rp.) 

Realisasi 

(Rp.) 

Sisa 

(Rp.) 

Capaian

(%) 

1. Dukungan 
Manajemen 
dan 
Pelaksanaan 
Tugas 
Teknis 
Lainnya 
Mahkamah 
Agung 

15.741.643 13.726.580 13.572.496,277 154.083,723 98,88 
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2. Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana di 
Lingkungan 
Mahkamah 
Agung 

745.000 745.00 714.863 30.137 95,95 

JUMLAH 16.486.643 14.471.580 14.287.359,277 184.220,723 98,73 
 

Realisasi Anggaran DIPA 03 (BADILUM) 

(dalam ribuan rupiah) 

No. Program 
Pagu 

Semula 
(Rp.) 

Pagu 
Revisi 
(Rp.) 

Realisasi 
(Rp.) 

Sisa 
(Rp.) 

Capaian
(%) 

1. Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Umum 

216.275 177.375 160.829,150 16.545,850 90,67 

JUMLAH 216.275 177.375 160.829,150 16.545,850 90,67 
 

1.3  POTENSI DAN PERMASALAHAN 

Penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, kegiatan dan pelayanan pada 

Pengadilan Tinggi Palangka Raya bertumpu pada issu-issu strategis, analisa 

faktor-faktor strategis baik internal maupun eksternal dari lingkungan organisasi 

yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pembangunan. Analisis tersebut 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan Resources (Sumberdaya) dan 

Organization (Organisasi) yang ada dan tumbuh serta berkembang dalam instansi 

a.  Analisis Lingkungan Internal 

Lingkungan internal berpengaruh terhadap kinerja peradilan yang dapat 

mengoptimalkan kekuatan dan menganalisa kelemahan dalam menunjang 

perumusan kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan.  

i. Kekuatan 

- Potensi sumberdaya manusia yang cukup memadai, 

- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai,  

- Potensi lingkungan internal yang memadai, 

- Stuktur Organisasi dengan nomenklatur baru.  

ii.  Kelemahan 



PENDAHULUAN 
  

 

□ RENSTRA Pengadilan Tinggi Palangka Raya 2015 - 2019 □  1   -   19 

- Kurangnya Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya 

Manusia di Lingkungan Peradilan secara Internal Peradilan 

menyangkut masalah pengelolaan Teknologi Informasi (TI) masih 

dirasakan sangat kurang, padahal untuk mencapai misi Mahkamah 

Agung tentang mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari 

keadilan, maka sektor di internal Pengadilan yang harus diperbaiki 

adalah Sarana dan Prasarana IT, 

- Kurangnya alokasi anggaran di dalam pengembangan IT sebagai 

sarana pelayanan publik, 

- Belum meratanya kemampuan Sumber Daya Manusia pegawai, 

- Pelayanan publik belum maksimal, 

- Masih terbatasnya infrastruktur pelayanan publik, 

- Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil yang 

menggambarkan volume pekerjaan sesungguhnya, 

- Kurangnya Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya 

Manusia di Lingkungan Peradilan secara Internal Peradilan 

menyangkut Kepaniteraan dan Kesekretariatan, 

- Kurangnya Pegawai yang mendukung pelaksanaan TUPOKSI, 

- Pekerjaan masih berorientasi pada input bukan output dan outcome. 

b. Analisis Lingkungan eksternal 

Lingkungan eksternal dalam hal ini dimaksudkan adalah faktor lingkungan 

yang dapat berpengaruh pada kinerja pada Instansi Pengadilan Tinggi 

Palangka Raya 

- Dukungan dari institusi-institusi pemerintah, tokoh agama, dan 

masyarakat setempat, 

- Letak Geografis, lingkungan dan keadaan sosial budaya masyarakat 

setempat, 

- Kurang maksimalnya analisis terhadap pengadaan Barang dan Jasa 

menyebabkan tidak maksimalnya penggunaan Barang dan Jasa. 

Dari analisis lingkungan internal dan eksternal, potensi permasalahan pada 

Pengadilan Tinggi Palangka Raya dipetakan kembali melalui analisa SWOT. 

SWOT adalah metode perencanaan strategis untuk menganalisa dan 

mengevaluasi suatu masalah atau kondisi berdasarkan faktor Strengths, 

Weakness, Opportunities dan Threats dalam sebuah organisasi dan 

bisnis.  Metode ini diperkenalkan oleh Albert Humprey, dalam sebuah kongres di 

Stanford University pada 1960 dan 1970. 
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1) Strengths (Kekuatan) meliputi : 

a. Komitmen Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya beserta segenap 

pihak yang terlibat dalam institusi Pengadilan Tinggi, 

b. Sumber Daya manusia yang cukup memadai, 

c. Koordinasi Internal yang cukup mantap, 

d. Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan 

Tugas, Pokok dan Fungsi (TUPOKSI), 

e. Adanya Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. 

2) Weaknesses (kelemahan) meliputi : 

a. Kemampuan dan keterampilan pegawai yang belum merata, 

b. Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil, 

c. Pengolahan data yang belum tertata secara baik, 

d. Pemahaman pegawai terhadap tata kerja  dan prosedur belum merata, 

e. Orientasi kerja masih berpaku pada orientasi lama, 

f. Kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI). 

3) Opportunities (peluang) meliputi : 

a. Adanya peraturan perundangan untuk landasan peradilan, 

b. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan, 

c. Sudah adanya mekanisme kerja yang memadai ditinjau dari peraturan 

yang ada, 

d. Struktur organisasi dengan nomenklatur baru, 

e. Sudah adanya Rangsangan Lingkungan kerja yang diberikan atasan. 

4) Threats (hambatan) meliputi : 

a. Terbatasnya sumber dana,  

b. Terbatasnya sarana dan prasarana, 

b. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada, 

c. Eselonisasi Pengadilan Tingkat Banding masih dirasakan sangat rendah 

jika dibandingkan dengan volume kerja dan tugasnya sebagai 

perpanjangan tangan Mahkamah Agung. 

 

 



VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 
  

 

□ RENSTRA Pengadilan Tinggi Palangka Raya 2015 - 2019 □    2   -   21 

2. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 
STRATEGIS 

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan 

tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang 

diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung 

yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah 

kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019) sebagai dasar 

acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman 

pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi 

dan misi serta tujuan organisasi pada 2015-2019. 

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palangka Raya 2015-2019 pada hakekatnya 

merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis 

untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, 

perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, 

peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peadilan yang pasti, 

transparam dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang 

terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian 

hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif. 

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan 

tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi 

merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar 

acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang 

ditetapkan. 

2.1 VISI DAN MISI 

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan demi 

mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Palangka 

Raya. Visi Pengadilan Tinggi Palangka Raya dirumuskan sebagai berikut : 

 

 Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung 
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Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Tinggi Palangka 

Raya: 

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, 

2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat perncari keadilan, 

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. 

Penjelasan ketiga misi ini adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan 

Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor 

penting untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan 

peradilan. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan akan 

dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan 

dan akuntabel. 

2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan 

Salah satu tugas Pengadilan Tinggi Palangka Raya adalah 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Tinggi 

Palangka Raya mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam 

memperoleh keadilan adalah keharusan untuk meningkatkan pelayanan 

publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. 

3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan 

Menurut  rilis data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, ada 

lebih dari 9% penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Pengadilan 

Tinggi Palangka Raya melalui mekanisme bantuan hukum berupaya 

memfasilitasi masyarakat miskin tersebut dengan meningkatkan akses 

peradilan melalui pembebasan biaya perkara, sidang keliling/zitting plaats 

dan pos layanan hukum (posyankum). 

 

2.2.  TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Palangka Raya seperti 

yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan 

ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan 

strategis organisasi. 
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Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi 

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) 

tahun. Pengadilan Tinggi Palangka Raya berusaha mengidentifikasi apa yang 

akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam 

memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya 

dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga 

akan memungkinkan Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk mengukur sejauh 

mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan 

berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui 

proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. 

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui 

pemanfaatan teknologi informasi. 

3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan. 

4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. 

Tabel 11. Tujuan, Indikator dan Target 

NO. TUJUAN INDIKATOR TARGET 

1. Terwujudnya kepercayaan 
masyarakat terhadap sistem 
peradilan melalui proses peradilan 
yang pasti, transparan dan 
akuntabel 

Persentase para pihak yang 
percaya terhadap sistem 
peradilan 

80% 

2. Terwujudnya penyederhanaan 
proses penanganan perkara 
melalui pemanfaatan Teknologi 
Informasi 

Persentase 
perkara yang 
diselesaikan tepat 
waktu 

100 % 

3. Terwujudnya pelayanan akses 
peradilan bagi masyarakat miskin 
dan terpinggirkan 

Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui 
pembebasan biaya/prodeo 

5% 

  Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui sidang 
keliling/zitting plaats baik di 
dalam negeri maupun di luar 
negeri 

10% 
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NO. TUJUAN INDIKATOR TARGET 

  Persentase perkara yang 
terlayani melalui posyankum 

20% 

4 Terwujudnya pelayanan 
prima bagi masyarakat 
pencari keadilan 

Persentase kepuasan para 
pencari keadilan terhadap 
layanan peradilan 

80% 

Persentase satuan kerja 
yang telah memiliki sertifikasi 
ISO 9001 

12,5 % 

 

Sesuai dengan riviu Rencana Strategis Mahkamah Agung 2015 – 2019, 

PengadilanTinggi Palangka Raya juga menetapkan 7 sasaran strategis sebagai 

berikut : 

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, 

2. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui 

pemanfaatan teknologi informasi, 

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, 

4. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang 

sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, 

5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara 

optimal baik internal maupun eksternal, 

6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan 

berdasarkan parameter obyektif, 

7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, 

efektif dan efisien. 

Dengan indikator sebagai berikut : 

Tabel 12. Indikator Kinerja 

NO. TUJUAN 
SASARAAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR TARGET 

1 Terwujudnya 
kepercayaan 
masyarakat terhadap 
sistem peradilan melalui 
proses peradilan yang 
pasti, transparan dan 
akuntabel 

Terwujudnya proses 
peradilan yang pasti, 
transparan dan akuntabel 

Persentase produktifitas 
memutus perkara 

100 % 

Persentase perkara yang 
diselesaikan tepat waktu 

100 % 

Persentase sisa perkara tahun 
lalu yang diselesaikan tahun ini 

100 % 

Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum 

50 % 

Persentase perkara pidana 
melalui Sistem Peradilan Pidana 
Terpadu 

10 % 
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NO. TUJUAN 
SASARAAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR TARGET 

Persentase perkara pidana 
melalui Sistem Peradilan Pidana 
Anak 

10 % 

2 Terwujudnya 
penyederhanaan proses 
penanganan perkara 
melalui pemanfaatan 
Teknologi Informasi 

Meningkatkan 
penyederhanaan proses 
penanganan perkara 
melalui pemanfaatan 
teknologi informasi 

penyelesaian perkara melalui 
mediasi 

 
20 % 

Persentase percepatan 
penyelesaian perkara melalui 
pengaturan delegasi panggilan/ 
pemberitahuan 

20 % 

3. Terwujudnya pelayanan 
akses peradilan bagi 
masyarakat miskin dan 
terpinggirkan 

Meningkatnya akses 
peradilan bagi 
masyarakat miskin dan 
terpinggirkan 

Perkase perkara yang 
diselesaikan melalui 
pembebasan biaya/prodeo 

5 % 

Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui sidang 
keliling/zitting plaats baik di 
dalam negeri maupun luar 
negeri 

10 % 

Persentase perkara yang 
terlayani melalui posyankum 

20 % 

4 Terwujudnya pelayanan 
prima bagi masyarakat 
pencari keadilan  

Terwujudnya sistem 
manajemen informasi 
yang terintegrasi dan 
menunjang sistem 
peradilan yang 
sederhana, 
transparandan akuntabel 

Integrasi informasi perkara 
secara eloktronik 

100 % 

Transparansi kinerja peradilan 
dan manajerial secara efektif 
dan efisien (penguatan regulasi) 

100 % 

Terwujudnya 
Pelaksanaan 
Pengawasan Kinerja 
Aparat peradilan secara 
optimal baik internal 
maupun eksternal 

Persentase pengaduan yang 
ditindak lanjuti 

100 % 

Persentase temuan yang 
ditindak lanjuti 

100 % 

Persentase pemanfaatan 
database untuk pemeriksaan 
baik oleh Badan Pengawasan 
maupun Badan Pemeriksa 
Keuangan 

90 % 

Persentase penurunan 
pelanggaran kode etik oleh 
aparat peradilan 

50 % 

Meningkatnya kompetisi 
dan integritas SDM 

Persentase jabatan yang sudah 
memenuhi standar kompetensi 
sesuai dengan parameter 
obyektif 

90 % 

Persentase Hakim yang telah 
memilki sertifikasi spesialisasi 
keahlian 

90 % 

Persentase pegawai yang telah 
mendapatkan pengembangan 
kompetensi 

50 % 

Persentase SDM yang promosi 
dan mutasi berdasarkan 
pedoman parameter obyektif 

90 % 

Ikut mendukung 
peningkatan pengelolaan 
manajerial lembaga 
peradilan secara 
akuntabel, efektif dan 
efisien 

Persentase terpenuhinya 
kebutuhan standar sarana dan 
prasarana yang mendukung 
peningkatan pelayanan prima 

85 % 

Persentase peningkatan kinerja 
SDM (SKP dan Penilaian 
Prestasi Kerja) 

85 % 
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NO. TUJUAN 
SASARAAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR TARGET 

Terpenuhinya Opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) 

100 % 

Persentase hasil monev dan 
hasil review yang dijadikan 
feedback untuk analisa 
kebijakan 

75 % 

Persentase tercapainya target 
kegiatan prioritas yang 
mendukung pelayanan prima 

90 % 
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3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 
Mengacu pada Riviu Rencana Strategis 2015 – 2019 Mahkamah Agung RI, maka 

sebagaimana Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Palangka Raya menetapkan 7 

sasaran sebagai berikut : 

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, 

2. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan 

teknologi informasi, 

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, 

4. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang 

sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, 

5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik 

internal maupun eksternal, 

6. Peningkatan kompetensi dan pengelolaan SDM, 

7. Ikut mendukung peningkatan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara 

akuntabel, efektif dan efisien. 

Masing - masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut : 

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel 

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan 

akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : 

a. Proses berperkara yang sederhana dan murah dan 

b. Penguatan akses peradilan.  

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan 

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin 

dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut :  

a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin 

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat 

setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran dibandingkan 

dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga sikap 
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masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke 

depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat 

miskin dan penguatan alokasi anggaran. 

b.  Sidang keliling / Zitting plaats 

Sidang Keliling /Zitt ing Plaats yang dalam pelaksanaannya selain melayani 

penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah 

dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas 

hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai) 

c.  Pos pelayanan bantuan hukum 

Pelaksanaan pos layanan bantuan hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat 

miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, 

advis dan pendampingan hak-hak pencari keadilan diluar persidangan ( non litigasi ).  

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui 

pemanfaatan teknologi informasi 

Dengan arah kebijakan sebagai berikut : 

a. Penataan ulang manajemen perkara 

Jangka waktu penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur 

melalui Surat edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1998 tentang 

Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, 

perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan 

perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan 

Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada 

Ketua Pengadilan Tingkat Banding. 

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah agung dalam mereformasi kinerja 

Mahkamah agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon 

keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah 

Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan 

Surat Edaran Ketua Mahkamah agung nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian 

perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) 

Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan 

Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian 

perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, 

ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya 
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percepatan penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi Palangka Raya senantiasa 

melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. 

Disamping hal tersebut penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi 

tertentu dapat diselesaikan melalui small  c laim court sehingga tidak harus terikat 

dengan hukum formil yang ada. 

b.  Integrasi Informasi perkara secara elektronik 

Termasuk salah satu kebijakan percepatan penyelesaian perkara maka Pengadilan 

Tinggi Palangka Raya sedang menggalakkan optimalisasi pemanfaatan teknologi 

informasi dalam proses regulasi penyelesaian perkara, perkara yang diajukan pada 

Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding disamping dalam bentuk surat gugat 

secara hard copy kedepan juga dilengkapi dengan surat gugat dalam bentuk soft copy 

yang dikemudian hari akan diintegrasikan dengan aplikasi, case tracking system. 

Disamping itu sesuai dengan arahan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Palangka 

Raya melaksanakan elektronisasi pemanggilan para pihak secara delegasi, 

diharapkan dengan kebijakan ini bisa menjadi percepatan proses penyelesaian 

perkara. 

Dengan adanya kebijakan Pimpinan terkait dengan optimalisasi teknologi informasi 

dalam percepatan penyelesaian perkara maka sudah barang tentu harus diikuti 

dengan pengembangan sumber daya dibidang teknologi informasi, kedepan akan 

diadakan evaluasi pemetaan kebutuhan SDM terkait dengan teknologi informasi pada 

setiap Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya. 

c. Penguatan SDM Kepaniteraan 

Pengadilan Tinggi Palangka Raya merasa perlu untuk melaksanakan penguatan SDM 

pada Kepaniteraan dengan bentuk: 

- Pemberdayaan pegawai-pegawai berpotensi dalam proses penataan manajemen 

perkara, 

- Pengembangan kapasitas dan transformasi mindset pegawai dalam rangka 

percepatan proses manajemen perkara. 

Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan 

secara optimal baik internal maupun eksternal 

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, 

ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : 

a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan,  

b. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan, 
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c. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat.  

Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan 

menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel. 

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi 

dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan 

arah kebijakan sebagai berikut :   

a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien, 

b.  Turut mendukung Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi, 

c.  Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI. 

Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM 

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, 

ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :  

a. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan, 

b.  Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.  

Sasaran Strategis 7 : Ikut mendukung Peningkatan pengelolaan manajerial lembaga 

peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien 

Dengan arah kebijakan sebagai berikut: 

a. Mendukung Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung, 

b. Penataan manajemen dalam rangka good court gevernance,  

c. Melaksanakan reorganisasi dan mengarah pada good court gevernance dan 

pengembangan budaya organisasi yang efektif. 
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4. PENUTUP 
Riviu Rencana strategis Pengadilan Tinggi Palangka Raya tahun 2015-2019 disusun 

dengan mengacu pada Riviu Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2015-2019. 

Dokumen rencana strategis Pengadilan Tinggi Palangka Raya tahun 2015-2019 ini akan 

digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program/kegiatan Pengadilan Tinggi 

Palangka Raya.   

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi 

Palangka Raya telah menetapkan Visi, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan 

Indonesia Yang Agung” dan menetapkan Misi yaitu meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem peradilan, meningkatkan mutu pelayanan peradilan yang 

transparan dan akuntabel yang didukung pelayanan yang berbasis IT, meningkatkan akses 

masyarakat terhadap keadilan. 

Rencana  Strategis  Pengadilan Tinggi Palangka Raya harus terus disempurnakan dari 

waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. 

Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam 

melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. 
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MATRIKS RIVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TAHUN 2015 - 2019 

No. Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan & Sasaran Ket 

Uraian Indikator Kebijakan Program 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Terwujudnya kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem 

peradilan melalui proses 

peradilan  yang pasti, 

transparan dan akuntabel 

Terwujudnya proses 
peradilan yang 
pasti, transparan 
dan akuntabel 

 Persentase 

produktifitas memutus 

perkara 

 Persentase perkara 

yang diselesaikan 

tepat waktu 

 Persentase sisa 

perkara tahun lalu 

yang diselesaikan 

tahun ini 

 Persentase perkara 

yang tidak 

mengajukan upaya 

hukum 

 Persentase perkara 

pidana melalui Sistem 

Proses berperkara yang 

sederhana dan 

penguatan akses 

peradilan 

Program Peningkatan 

Manajemen Peradilan 

Umum 
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No. Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan & Sasaran Ket 

Uraian Indikator Kebijakan Program 

1 2 3 4 5 6 7 

Peradilan Pidana 

Terpadu 

 Persentase perkara 

pidana melalui Sistem 

Peradilan Pidana 

Anak 

2 Terwujudnya 

penyederhanaan proses 

penanganan perkara melalui 

pemanfaatan teknologi 

informasi 

Meningkatnya 
penyederhanaan 
proses penanganan 
perkara melalui 
pemanfaatan 
teknologi informasi 

 Persentase 

keberhasilan 

penyelesaian perkara 

melalui mediasi 

 Persentase 

percepatan 

penyelesaian perkara 

melalui pengaturan 

delegasi/pemberitah

uan 

Penataan ulang 

manajemen perkara, 

Integrasi informasi perkara 

secara elektronik dan 

Penguatan SDM 

Kepaniteraan 

Program Peningkatan 

Manajemen Peradilan 

Umum 
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No. Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan & Sasaran Ket 

Uraian Indikator Kebijakan Program 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Terwujudnya pelayanan 

akses peradilan bagi 

masyarakat miskin dan 

terpinggirkan 

Meningkatnya akses 
peradilan bagi 
masyarakat miskin 
dan terpinggirkan 

 Persentase perkara 

yang diselesaikan 

melalui pembebasan 

biaya/prodeo 

 Persentase perkara 

yang diselesaikan 

melalui sidang 

keliling/zitting plaats 

baik di dalam negeri 

maupun di luar 

negeri 

 Persentase perkara 

yang terlayani 

melalui posyankum 

 

Pembebasan biaya 

perkara untuk masyarakat 

miskin, Sidang 

keliling/Zitting Plaats dan 

Pos pelayanan bantuan 

hukum 

Program Peningkatan 

Manajemen Peradilan 

Umum 
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No. Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan & Sasaran Ket 

Uraian Indikator Kebijakan Program 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Terwujudnya pelayanan 

prima bagi masyarakat 

pencari keadilan 

Terwujudnya sistem 
manajemen 
informasi yang 
terintegrasi dan 
menunjang sistem 
peradilan yang 
sederhana, 
transparan dan 
akuntabel 

 Integrasi informasi 

perkara secara 

elektronik 

 Transparansi kinerja 

peradilan dan 

manajerial secara 

efektif dan efisien 

(penguatan regulasi) 

Transparansi kinerja secara 

efektif dan efisien, Turut 

mendukung penerapan 

sistem informasi terintegrasi 

dan Pengembangan 

Kompetensi SDM berbasis 

TI 

Program dukungan 

manajemen dan 

pelaksanaan tugas teknis 

lainnya MA dan Program 

Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur MA 

 

Terwujudnya 
pelaksanaan 
pengawasan kinerja 
aparat peradilan 
secara optimal baik 
internal maupun 
eksternal 

 Persentase 

pengaduan yang 

ditindaklanjuti 

 Persentase temuan 

yang ditindaklanjuti 

 Persentase 

pemanfaatan 

databased untuk 

pemeriksaan baik 

Penguatan SDM fungsi 

pengawasan, 

Penggunaan parameter 

objektif dalam 

pelaksanaan 

pengawasan dan 

Peningkatan akuntabilitas 

dan kualitas pelayanan 

Program Peningkatan 

manajemen peradilan 

umum 
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No. Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan & Sasaran Ket 

Uraian Indikator Kebijakan Program 

1 2 3 4 5 6 7 

oleh Badan 

Pengawasan 

maupun Badan 

Pemeriksa Keuangan 

(BPK) 

 Persentase 

penurunan 

pelanggaran kode 

etik oleh aparat 

peradilan 

peradilan bagi 

masyarakat 

 Peningkatan 
kompetensi dan 
integritas SDM 

 Persentase jabatan 

yang sudah 

memenuhi standar 

kompetensi sesuai 

dengan parameter 

obyektif 

Penataan pola pemetaan 

SDM dan Penataan pola 

promosi dan mutasi 

Peningkatan dukungan 

manajemen dan 

pelaksanaan tugas teknis 

lainnya MA 
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No. Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan & Sasaran Ket 

Uraian Indikator Kebijakan Program 

1 2 3 4 5 6 7 

 Persentase hakim 

yang telah memiliki 

sertifikasi spesialisasi 

keahlian 

 Persentase pegawai 

yang telah 

mendapatkan 

pengembangan 

kompetensi 

 Pedoman persentase 

SDM yang promosi 

dan mutasi 

berdasarkan 

parameter obyektif 

  Ikut mendukung 
peningkatan 
pengelolaan 
manajerial lembaga 
peradilan secara 

 Persentase 

terpenuhinya 

kebutuhan standar 

Mendukung kemandirian 

anggaran Mahkamah 

Agung, Penataan 

Peningkatan dukungan 

manajemen dan 
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No. Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan & Sasaran Ket 

Uraian Indikator Kebijakan Program 

1 2 3 4 5 6 7 

akuntabel, efektif 
dan efisien 

sarana dan 

prasarana yang 

mendukung 

peningkatan 

pelayanan prima 

 Persentase 

peningkatan 

produktifitas kinerja 

SDM (SKP dan 

Penilaian Prestasi 

Kerja) 

 Terpenuhinya Opini 

Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) 

 Persentase hasil 

monev dan hasil 

review yang dijadikan 

manajemen dalam 

rangka good court 

governance dan 

Melaksanakan 

reorganisasi yang 

mengarah pada good 

court governance dan 

pengembangan budaya 

organisasi yang efektif 

pelaksanaan tugas teknis 

lainnya MA 
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No. Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan & Sasaran Ket 

Uraian Indikator Kebijakan Program 

1 2 3 4 5 6 7 

feedback untuk 

analisa kebijakan 

 Persentase 

tercapainya target 

kegiatan prioritas 

yang mendukung 

pelayanan prima 

peradilan 

  



RIVIU RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA  

TAHUN 2015 - 2019 
 

 

LAMPIRAN : MATRIKS REVIU RENSTRA 2015-2019 
 

Sasaran Strategis  :   

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. 
2. Meningkatnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi. 
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 
4. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, 

transparan dan akuntabel. 
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.  
6. Meningkatnya kompetensi dan integritas SDM 
7. Ikut mendukung peningkatan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien. 

 

No. Sasaran Indikator Kinerja Tahun ke I 

(2015) 

Tahun ke II 

(2016) 

Tahun ke 

III (2017) 

Tahun ke 

IV (2018) 

Tahun ke 

V (2019) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, 

transparan dan akuntabel 

1. Persentase produktifitas 

memutus perkara 

 

2. Persentase perkara yang 

diselesaikan tepat waktu 

100 % 

 

 

100% 

 

 

100 % 

  

 

100% 

 

 

100 % 

 

 

100% 

 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

 

100% 
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No. Sasaran Indikator Kinerja Tahun ke I 

(2015) 

Tahun ke II 

(2016) 

Tahun ke 

III (2017) 

Tahun ke 

IV (2018) 

Tahun ke 

V (2019) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Persentase sisa perkara tahun 

lalu yang diselesaikan tahun 

ini 

4. Persentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya 

hukum 

5. Persentase perkara pidana 

melalui Sistem Peradilan 

Pidana Terpadu 

6. Persentase perkara pidana 

melalui Sistem Peradilan 

Pidana Anak 

100 % 

 

 

35 % 

 

 

6 % 

 

 

6 % 

 

 

 

100 % 

 

 

35 % 

 

 

7 % 

 

 

7 % 

100 % 

 

 

40 % 

 

 

8 % 

 

 

8 % 

 

100 % 

 

 

45 % 

 

 

9 % 

 

 

9 % 

100 % 

 

 

50 % 

 

 

10 % 

 

 

10 % 

2 Meningkatnya penyederhanaan proses 

penanganan perkara melalui pemanfaatan 

teknologi informasi 

1. Persentase keberhasilan 

penyelesaian perkara melalui 

mediasi 

5 % 

 

 

5 % 

5 % 

 

 

5 % 

10 % 

 

 

10 % 

15 % 

 

 

15 % 

20 % 

 

 

20 % 
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No. Sasaran Indikator Kinerja Tahun ke I 

(2015) 

Tahun ke II 

(2016) 

Tahun ke 

III (2017) 

Tahun ke 

IV (2018) 

Tahun ke 

V (2019) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Persentase percepatan 

penyelesaian perkara melalui 

pengaturan 

delegasi/pemberitahuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat 

miskin dan terpinggirkan 

1. Persentase perkara yang 

diselesaikan melalui 

pembebasan biaya/prodeo 

2. Persentase perkara yang 

diselesaikan melalui sidang 

keliling/zitting plaats baik di 

dalam negeri maupun di luar 

negeri 

3. Persentase perkara yang 

terlayani melalui posyankum 

 

2 % 

 

 

4 % 

 

 

 

 

14 % 

 

2 % 

 

 

4 % 

 

 

 

 

14 % 

3 % 

 

 

6 % 

 

 

 

 

16 % 

4 % 

 

 

8 % 

 

 

 

 

18 % 

5 % 

 

 

10 % 

 

 

 

 

20 % 
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No. Sasaran Indikator Kinerja Tahun ke I 

(2015) 

Tahun ke II 

(2016) 

Tahun ke 

III (2017) 

Tahun ke 

IV (2018) 

Tahun ke 

V (2019) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4 Terwujudnya sistem manajemen  informasi yang 

terintegrasi dan menunjang sistem peradilan 
yang sederhana, transparan dan akuntabel 

1. Integrasi informasi perkara 
secara elektronik 

2. Transparansi kinerja peradilan 

dan manajerial secara efektif 

dan efisien (penguatan 

regulasi) 

100 % 

 

60 % 

100 % 

 

80 % 

 

100 % 

 

90 % 

100 % 

 

100 % 

100 % 

 

100 % 

5 Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja 

aparat peradilan secara optimal baik internal 

maupun eksternal 

1. Persentase pengaduan yang 

ditindaklanjuti 

 

2. Persentase temuan yang 

ditindaklanjuti 

3. Persentse pemanfaatan 

databased untuk 

pemeriksaan baik oleh Badan 

Pengawasan maupun Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) 

100 % 

 

 

100 % 

 

80 % 

 

 

 

 

40 % 

100 % 

 

 

100 % 

 

80 % 

 

 

 

 

40 % 

100 % 

 

 

100 % 

 

80 % 

 

 

 

 

45 % 

100 % 

 

 

100 % 

 

85 % 

 

 

 

 

45 % 

100 % 

 

 

100 % 

 

90 % 

 

 

 

 

50 % 
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No. Sasaran Indikator Kinerja Tahun ke I 

(2015) 

Tahun ke II 

(2016) 

Tahun ke 

III (2017) 

Tahun ke 

IV (2018) 

Tahun ke 

V (2019) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4. Persentase penurunan 

pelanggaran kode etik oleh 

aparat peradilan 

 

 

 

6  Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM 

lembaga peradilan berdasarkan parameter 

obyektif 

1. Persentase jabatan yang 

sudah memenuhi standar 

kompetensi sesuai dengan 

parameter obyektif 

2. Persentase hakim yang telah 

memiliki sertifikasi spesialisasi 

keahlian 

3. Persentase pegawai yang 

telah mendapatkan 

pengembangan kompetensi 

4. Persentase SDM yang promosi 

dan mutasi berdasarkan 

pedoman parameter obyektif 

80 % 

 

 

 

80 % 

 

 

 

 

40 % 

 

 

80 % 

 

80 % 

 

 

 

80 % 

 

 

 

 

40 % 

 

 

80 % 

 

85 % 

 

 

 

85 % 

 

 

 

 

45 % 

 

 

85 % 

 

85 % 

 

 

 

85 % 

 

 

 

 

45 % 

 

 

85 % 

 

90 % 

 

 

 

90 % 

 

 

 

 

50 % 

 

 

90 % 
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No. Sasaran Indikator Kinerja Tahun ke I 

(2015) 

Tahun ke II 

(2016) 

Tahun ke 

III (2017) 

Tahun ke 

IV (2018) 

Tahun ke 

V (2019) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     

7 Meningkatnya pengelolaan manajerial 

lembaga peradilan secara akuntabel, efektif 

dan efisien 

1. Persentase terpenuhinya 

kebutuhan standar sarana 

dan prasarana yang 

mendukung peningkatan 

pelayanan prima 

2. Persentase peningkatan 

produktifitas kinerja SDM (SKP 

dan Penilaian Prestasi Kerja) 

3. Terpenuhinya Opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) 

4. Persentase hasil monev dan 

hasil review yang dijadikan 

feedback untuk analisa 

kebijakan 

5. Persentase tercapainya 

target kegiatan prioritas yang 

50 % 

 

 

 

 

85 % 

 

 

100 % 

 

75 % 

 

 

 

80 % 

 

50 % 

 

 

 

 

85 % 

 

 

100 % 

 

75 % 

 

 

 

80 % 

50 % 

 

 

 

 

85 % 

 

 

100 % 

 

75 % 

 

 

 

85 % 

80 % 

 

 

 

 

85 % 

 

 

100 % 

 

75 % 

 

 

 

85 % 

 

85 % 

 

 

 

 

85 % 

 

 

100 % 

 

75 % 

 

 

 

90 % 
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No. Sasaran Indikator Kinerja Tahun ke I 

(2015) 

Tahun ke II 

(2016) 

Tahun ke 

III (2017) 

Tahun ke 

IV (2018) 

Tahun ke 

V (2019) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

mendukung pelayanan prima 

peradilan 
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